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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan perguruan tinggi pada
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang
Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
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Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100
Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4194);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009
tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5007);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
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Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

11. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan
Gunung Djati Bandung menjadi Universitas Islam
Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;

12. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000
tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada
Perguruan Tinggi Agama Negeri di lingkungan
Departemen Agama;

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2001
tentang Pedoman Penyusunan Statuta pada
Perguruan Tinggi Agama;

14. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003
tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian
Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen
Agama;

15. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004
tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan
Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan
Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

16. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004
tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi Agama Islam;

17. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program
Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/
2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan
Umum;

19. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009
tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar
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Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 446);

20. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam
Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 423)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agama Nomor 77 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam
Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1148);

21. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013
tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;

22. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor
dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang
Diselenggarakan Oleh Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 818)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agama Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun
2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama
Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 253);

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 769);

25. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014
tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1958);

26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program
Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
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27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan
Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1687);

28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
251/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas
Islam Negeri Sunan Gunung Djati Pada Departemen
Agama sebagai Instansi Pemerintah Yang
Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STATUTA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang
selanjutnya disebut Universitas adalah Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam Negeri di bawah Kementerian Agama.

2. Statuta Universitas adalah peraturan pengelolaan Universitas yang
digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur
operasional.

3. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola
penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas.

4. Senat adalah organ Universitas yang menyusun, merumuskan, dan
menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan
pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan
tinggi bidang akademik.

5. Satuan Pengawas Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan
fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin
Perguruan Tinggi.

6. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari tokoh
masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan
pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.

7. Dewan Pengawas adalah perorangan atau sekelompok orang yang
menjalankan fungsi pengawasan nonakademik pada Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Universitas.
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